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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Pada era globalisasi saat ini menuntut setiap manusia untuk dapat mencapai kesejahteraan dalam kehidupannya. Untuk mencapai tingkat kesejahteraan maka setiap manusia akan berusaha secara maksimal agar tingkat kesejahteraan yang diinginkan tercapai. Apabila tingkat kesejahteraan telah terpenuhi maka secara tidak langsung mereka telah ikut berperan serta dalam kegiatan ekonomi. Namun kenyataan tidak semua individu dari masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidup seperti yang diharapkan. Hal ini dapat saja disebabkan karena faktor ketidakmampuan masing-masing individu memenuhi kebutuhan hidupnya (masyarakat miskin). Faktor kemiskinan merupakan faktor yang selalu dialami oleh negara berkembang dan hal ini merupakan issu yang selalu mendapat perhatiaan dari pihak pemerintah. Akibat dari kemiskinan dan keterbelakangan sering terjadi konflik sosial di kalangan masyarakat sehingga mengakibatkan timbulnya kriminalitas dan benturan (clash) dengan nilai-nilai normatif yang berlaku dalam masyarakat.

Untuk itu pemerintah perlu sekali mengambil suatu kebijakan guna mengatasi tingkat kemiskinan pada masyarakat melalui pemberdayaan dan keikut sertaan seluruh lapisan masyarakat untuk dapat berperan aktif dalam hal pengentasan kemiskinan yang terjadi pada saat ini melalui kegiatan zakat bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas pada jajaran Pemerintah. 

Perkembangan pengelolaan zakat di Indonesia sangat menarik untuk dikaji. Peran zakat dirasakan penting yang merupakan salah satu alat yang ditawarkan oleh ekonomi Islam. Pemerintah dan masyarakat saling mendukung dalam mensosialisasikan dan mendayagunakan zakat agar tercapai tujuan terciptanya kesejahteraan masyarakat yang merata. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan,pelaksanaan dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat
, yang dimaksud dengan kegiatan perencanaan disini adalah meliputi perencanaan program, budgeting serta pengumpulan data para muzzaki dan mustahiq. 

Tujuan utama dilaksanakan pengelolaan zakat yang pertama adalah meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penunaian dan dalam pelayanan ibadah zakat. Sebagaimana fenomena yang ada dimana sebahagian masyarakat (umat Islam) yang mampu (kaya) belum menunaikan ibadah zakat, jelas ini bukan dikarenakan persoalan kemampuan tapi lebih pada kurangnya kesadaran ibadah zakat. Kedua adalah untuk meningkatkan fungsi dan peranan Badan Amil Zakat dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Secara sadar bahwa dengan penunaian zakat akan membangkitkan solidaritas sosial dan mengurangi kesenjangan sosial dalam masyarakat dan pada akan mengurangi kriminalitas dalam masyarakat. Selanjutnya yang ketiga  adalah untuk meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat masyarakat.
Berdasarkan kenyataan yang terjadi selama ini, masyarakat merasa enggan untuk menyalurkan zakat melalui Badan Amil Zakat (BAZ), seolah-olah  mereka curiga  atau merasa kurang percaya kalau zakat yang mereka berikan benar-benar disalurkan kepada pihak yang benar-benar berhak menerimanya. Selain itu masyarakat belum begitu mengetahui bahwasanya pengelolaan zakat yang dilakukan oleh pengurus BAZ  telah mempunyai aturan  yang cukup jelas yang dijadikan acuan bagi pengelola dalam menyalurkan zakat yang mereka berikan. 
Sehubungan dengan penguatan posisi lembaga zakat, peningkatan profesionalisasi kinerja lembaga-lembaga zakat adalah faktor kunci. Profesionalisasi dapat diwujudkan dengan penerapan prinsip transparency, accountability, responbility. Independecy dan fairners pada lembaga pengelola zakat.
Untuk itu perlu adanya pemahaman tentang Good Corporate Governance yang diaplikasikan dalam pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat. Hal ini disebabkan lembaga Badan Amil Zakat merupakan suatu lembaga yang menggunakan dan mengelola dana publik

Secara umum Islam sebenarnya telah memberikan suatu solusi dalam hal pengentasan kemiskinan yang terjadi dalam masyarakat seperti dalam hal kewajiban melaksanakan zakat bagi setiap umat muslim. Hal ini memberikan isyarat kepada umat muslim agar menjalin hubungan secara vertikal kepada Allah SWT dan horizontal sesama manusia, sebab dengan membayar zakat berarti manusia telah menjalin hubungan secara vertikal dengan Allah SWT dimana Allah SWT memerintahkan wajib zakat kepada setiap umat Islam dari sebahagian rezeki harta yang dilimpahkan Allah SWT kepadanya untuk dapat diberikan kepada umat lain yang memerlukan seperti yang tercantum dalam al-Qur’an surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi : 

( ((((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((((( (((((((((((((((( ((((((((( (((((((((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((((((((( ((((( ((((((( (((( (((((((( (((((((((( ( ((((((((( ((((( (((( ( (((((( ((((((( ((((((( ((((   
Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.
dan 103 yang berbunyi : 
(((( (((( ((((((((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((( (((((((((( ( (((( (((((((((( (((((( ((((((       ( ((((((((((((( ((((((( (((((   

Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketrentraman bagi jiwa mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
Apabila zakat ini dilakukan oleh umat muslim dengan baik akan meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan, mensucikan jiwa dan mengembangkan serta memberkahkan harta yang dimiliki. Jika dikelola dengan baik dan amanah maka zakat akan mampu meningkatkan kesejahteraan umat, serta sebagai institusi pemerataan ekonomi
. Dengan sistem zakat menutup kemungkinan adanya jurang pemisah antara kaum kaya dan kaum miskin serta dapat membangun suatu hidup yang harmonis antara segala pihak
 hal ini juga telah ditegaskan dalam hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh al-Bukhariy, ketika mengutus Mu’az bin Jabal ke Yaman. Nabi SAW bersabda yang berbunyi :

“Diriwayatkan kepada kami oleh Abu “Ashim al-Dhahaq bin Makhlid dari Zakariyya bin Ishaq dari Yahya bin Abdillah bin Shaifi dari ibn Ma’bab dari ibn Abbas r.a bahwa Rasulullah SAW mengutus Mu’az bin  Jabal ke Yaman lalu Rasulullah SAW bersabda : serulah olehmu kepada mereka untuk bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Aku adalah Rasul Allah, maka jika mereka patuh dan taat dengan yang demikian maka beritahulah mereka bahwa Allah SWT telah mewajibkan kepada mereka shalat lima waktu perhari dan setiap malam ,,, maka jika mereka patuh dan taat dengan demikian maka serulah olehmu mereka, sesungguhnya Allah SWT telah mewajibkan kepada mereka untuk membayar zakat dari harta mereka yang diambil dari harta orang kaya dan diberikan kepada orang miskin”. (HR. al-Bukhairy).
 Islam tidak memandang kemelaratan sebagai suatu kehinaan yang dapat menurunkan derajat orangnya. Islam mengambil ukuran bahwa manusia yang paling dekat dengan Allah SWT ialah orang yang paling berbakti. 
Islam juga memperhatikan nasib mereka yang melarat karena lemahnya tenaga dari bekerja yang dikatakan sebagai pengangguran  dan ada pula yang jatuh melarat karena tidak ada jalan untuk memehuhi kebutuhan hidupnya. Islam menjadikan usaha memberikan bantuan merupakan suatu kewajiban atas seluruh masyarakat, bukan hanya sokongan dan derma yang boleh dilengahkan
.

Salah satu bentuk kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah tertuang dalam Undang – Undang Zakat No. 23 tahun 2011 dan Perda pembentukan Badan Amal Zakat Nasional (BAZNAS) di setiap daerah guna mengatasi permasalahan yang tejadi dalam bidang perekonomian. Hampir setiap Kabupaten/Kota yang ada telah melakukan dan menerapkan Undang Undang mengenai zakat terutama sekali kepada PNS yang berada pada masing-masing jajaran Pemda. Namun fenomena yang ada menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan yang ada pada masyarakat belum ada penurunan yang signifikan dengan adanya penerapan pemotongan zakat bagi PNS dan malah semakin naik jumlah penduduk miskin di Indonesia

Guna mengatasi permasalahan di atas Pemerintah Kota Padangpanjang membuat suatu kebijakan kepada seluruh pegawai baik yang berstatus sebagai pegawai negeri maupun non pegawai negeri agar mengeluarkan/menyisihkan sebahagian penghasilan untuk dibayarkan zakatnya sebagai zakat profesi. Penghasilan profesi wajib dikeluarkan zakatnya Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 267 

((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((( (((((((((( ((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((( ((((( (((((((( ( (((( ((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((( ((( ((((((((((( ((((( ( (((((((((((((( (((( (((( (((((( ((((((( (((((   
Artinya :  Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Kegiatan pengumpulan Zakat Profesi di Kota Padangpanjang telah dilaksanakan sejak tahun 2004 s.d 2012 yang ditujukan kepada seluruh karyawan yang bertugas di Pemerintahan Daerah Kota Padangpanjang baik sebagai PNS dan Non PNS. Pengelolaan Zakat Profesi telah diatur dalam Perda Kota Padangpanjang No. 7 tahun 2008 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Walikota Padangpanjang No. 37 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Padangpanjang serta SK Walikota Padangpanjang No. 365 tahun 2009 tentang Kepengurusan Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Padangpanjang. 

Sebagai gambaran bahwa Pemerintah Kota Padangpanjang telah melakukan pemungutan zakat terhadap pegawai yang berada di jajarannya, berikut ini adalah data pegawai negeri dan data pegawai yang membayar zakat profesi menurut golongan, serta jumlah zakat profesi yang telah terkumpul selama 5 tahun terakhir

Tabel 1.1

 DATA PEGAWAI NEGERI  DI PEMERINTAH KOTA PADANGPANJANG

TAHUN 2012
	NO
	NAMA ISTANSI
	JUMLAH

	1
	Sekretariat Daerah
	116

	2
	Sekretariat DPRP
	33

	3
	Inspektorat Kota
	39

	4
	Bappeda Kota Pd.Pjg
	37

	5
	BKD
	72

	6
	BPBD
	27

	7
	Dinas Pendidikan
	66

	8
	Dinas Kesehatan
	40

	9
	Dinas Pertanian
	28

	10
	Dispenda
	44

	11
	PU
	72

	12
	Diperindag
	38

	13
	Disosnaker
	30

	14
	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informati
	48

	15
	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	31

	16
	Dinas Pemida, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
	30

	17
	Kantor Lingkungan Hidup
	19

	18
	Kantor Pengelolaan Pasar
	23

	19
	Kantor Pemberdayaan Masy
	15

	20
	Kantor Pemberdayaan Perempuan dan KB
	21

	21
	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
	15

	22
	KPU
	7

	23
	Kantor Ketahanan Pangan dan Pelaksanaan Penyuluhan
	30

	24
	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
	14

	25
	Kantor Camat Pd.Pjg. Barat
	16

	26
	Kantor Camat Pd.Pjg. Timur
	18

	27
	Satpol PP
	51

	28
	Rumah Sakit Umum Daerah
	281

	29
	UPTD Dinas Pendidikan
	1174

	30
	UPTD Dinas Kesehatan
	129

	31
	UPTD Dinas Pertanian
	10

	32
	UPTD Koperasi, UMKM Dan Perindag
	6

	33
	UPTD Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
	12

	34
	UPTD BPBD dan Kesbangpol
	21

	35
	Kantor Lurah Se-Kec. Pd.Pjg.Barat
	66

	36
	Kantor Lurah Se-Kec. Pd.Pjg. Timur
	66

	
	Total
	2.743


Sumber : BPS  Kota Padangpanjang

Tabel 1.2
 DATA GOLONGAN PEGAWAI NEGERI YANG MEMBAYAR ZAKAT DI PEMERINTAH KOTA PADANGPANJANG

TAHUN 2012
	NO
	NAMA ISTANSI
	GOLONGAN 
	JUMLAH

	
	
	GOL IV
	GOL III
	GOL II
	

	1
	Sekretariat Daerah
	11
	47
	49
	107

	2
	Sekretariat DPRD
	3
	11
	15
	31

	3
	Inspektorat Kota
	8
	18
	11
	37

	4
	Bappeda Kota Pd.Pjg
	6
	15
	13
	34

	5
	BKD
	5
	44
	22
	67

	6
	BPBD
	5
	15
	7
	27

	7
	Dinas Pendidikan
	26
	28
	11
	55

	8
	Dinas Kesehatan
	3
	25
	12
	40

	9
	Dinas Pertanian
	4
	16
	8
	28

	10
	Dispenda
	3
	25
	13
	41

	11
	PU
	3
	34
	29
	62

	12
	Diperindag
	5
	21
	10
	36

	13
	Disosnaker
	5
	17
	7
	29

	14
	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informati
	6
	18
	21
	45

	15
	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	4
	12
	15
	31

	16
	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
	5
	15
	10
	30

	17
	Kantor Lingkungan Hidup
	1
	8
	9
	18

	18
	Kantor Pengelolaan Pasar
	1
	5
	16
	22

	19
	Kantor Pemberdayaan Masy
	1
	5
	8
	14

	20
	Kantor Pemberdayaan Perempuan dan KB
	2
	9
	10
	21

	21
	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
	1
	8
	5
	14

	22
	KPU
	1
	4
	2
	7

	23
	Kantor Ketahanan Pangan dan Pelaksanaan Penyuluhan
	4
	20
	6
	30

	24
	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
	1
	7
	2
	10

	25
	Kantor Camat Pd.Pjg. Barat
	1
	8
	7
	16

	26
	Kantor Camat Pd.Pjg. Timur
	0
	11
	5
	18

	27
	Satpol PP
	1
	15
	31
	47

	28
	Rumah Sakit Umum Daerah
	9
	118
	151
	278

	29
	UPTD Dinas Pendidikan
	478
	542
	147
	1167

	30
	UPTD Dinas Kesehatan
	0
	77
	52
	129

	31
	UPTD Dinas Pertanian
	0
	6
	2
	8

	32
	UPTD Koperasi, UMKM Dan Perindag
	0
	2
	4
	6

	33
	UPTD Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
	0
	6
	6
	12

	34
	UPTD BPBD dan Kesbangpol
	0
	2
	17
	19

	35
	Kantor Lurah Se-Kec. Pd.Pjg.Barat
	0
	52
	13
	65

	36
	Kantor Lurah Se-Kec. Pd.Pjg. Timur
	0
	52
	13
	65

	
	TOTAL
	603
	1218
	759
	2580


Sumber : BPS Kota Padangpanjang

Tabel 1. 3
 DATA JUMLAH PENERIMAAN ZAKAT PROFESI DI PEMERINTAH KOTA PADANGPANJANG TAHUN 2008 - 2012
	NO
	TAHUN
	JUMLAH

	1
	2008
	                    Rp.  151.311.017

	2
	2009
	                    Rp.  987.872.280

	3
	2010
	                    Rp.1.461.884.671

	4
	2011
	                    Rp.1.931.438.803

	5
	2012
	Rp. 3.354.848.623


Sumber : BAZNAS Kota Padangpanjang

Untuk pendistribusian zakat kepada para mustahiq cara yang dilakukan  BAZNAS Kota Padangpanjang ada dua  yang pertama secara langsung mendatangi  warga miskin yang ada di setiap kelurahan, kedua adalah dengan    cara meminta data warga miskin kemudian pendistribusian melalui kantor kelurahan,

Dalam Pengelolaan zakat  BAZNAS Kota Padangpanjang  berusaha membuat laporan tertulis mengenai penerimaan zakat dari muzaki dan penyaluran kepada para mustahiq yang dapat diakses oleh publik. Selain itu BAZNAS juga telah memiliki  memiliki struktur organisasi yang jelas dan masing-masingnya memiliki uraian tugas dan pertanggungjawaban yang jelas.

 BAZNAS Kota Padangpanjang juga memiliki pengurus yang tidak bekerja ganda dan digaji oleh Pemerintah Kota Padangpanjang. Gaji yang diberikan kepada para amil tidaklah sama tetapi sesuai dengan besar kecil tanggung jawab yang diembannya

Berdasarkan uraian di atas penulis ingin mengetahui bagaimana pengelolaan zakat profesi pada BAZNAS Kota Padangpanjang  dalam tesis yang berjudul : “Penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada Pengelolaan Zakat Profesi di Badan Amil Zakat  Nasional Kota Padangpanjang”.

B. Rumusan dan Pembatasan Masalah.

1. Rumusan Masalah

Berangkat dari fenomena yang dikemukan maka masalah pokok yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “ Bagaimana Penerapan Good Corporate Governance (GCG)  Pada  Pengelolaan Zakat Profesi di  Badan Amil Zakat Nasional ( BAZNAS)  Kota Padangpanjang .
2.  Batasan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas banyak permasalahan yang dapat dibahas terkait dengan pengelolaaan zakat oleh BAZNAS Kota Padangpanjang. Supaya pembahasan lebih terarah, maka penulis membatasi pada :

Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Pada Pengelolaan zakat  PNS di jajaran Pemerintah Kota Padangpanjang salama 5 tahun terakhir (2008-2012)
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

1. Tujuan Penelitian.

        Tujuan diperlukan agar penelitian memiliki arahan permasalahan permasalahan yang jelas.Tujuan penelitian ini adalah untuk :  Memberikan kontribusi terhadap  Penerapan GCG pada pengelolaan zakat profesi  di  BAZNAS  Kota Padangpanjang .
2.  Kegunaan Penelitian.

Bagi Penulis

       Untuk menambah wawasan penulis dalam mendalami bidang Ekonomi Islam terutama dalam penerapan  Good Corporate Governance dalam manajemen dan pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).
Bagi BAZNAS Kota Padangpanjang
Untuk memberikan kontribusi kepada  Badan Amil Zakat Nasional Kota  Padangpanjang untuk melakukan  Pengelolaan  zakat  dengan menerapkan Prinsip Good Corporate Governance yakni: Transparency, Accountability, Responsibility, Independency dan Fairness
D. Defenisi Operasional
Kerangka teoritis ini dibuat untuk menghindari kesalahan dalam pemahaman terhadap judul tesis ini. Untuk itu ada beberapa hal kata kunci yang perlu dijelaskan yaitu :

Zakat profesi dikenal dengan istilah zakah rawatib al-muwazhaffin (zakat gaji pegawai) atau zakah kasb al-‘amal wa al-mihan al-hurrah (zakat hasil pekerjaan dan profesi swasta)
 Zakat profesi didefinisikan sebagai zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun bersama orang atau lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nishab 
. 
Good Corporate Governance (GCG) merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan suatu lembaga yang menggunakan dan mengelola keuangan yang berasal dari masyarakat guna menciptakan nilai guna bagi stakeholder. Dalam pengertian GCG terkait dua teori yaitu stewardship theory dan agency theory dimana  stewardship theory dibangun di atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia yakni bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Sedangkan agency theory diasumsikan bahwa pengurus BAZNAS merupakan agen/penyalur yang akan bertindak dengan penuh kesadaran dan patuh kepada peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dari definisi kata operasional diatas maka penulis menyimpulkan kajian penelitian yang penulis lakukan adalah untuk melihat  apakah BAZNAS Kota Padangpanjang telah melaksaksanakan  prinsip-prinsip Good Coorporate Governance  (GCG)  yakni : Transparancy, Accountability, Responsibility, Independency dan Fairness dalam pengelolaan zakat.

E. Penelitian Terdahulu.

Penelitian yang dilakukan oleh Elimarti tahun 2002, dengan judul tesis Pendayagunaan Zakat sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus pelaksanaan zakat di Kenagarian Rao-Rao Batusangkar dengan menganalisis dan menguraikan pemanfaatan hasil zakat perdagangan untuk mengentaskan kemiskinan
.

Penelitian yang dilakukan oleh Sufrinas tahun 2003 dengan judul : Hukum Pendistribusian Zakat Melalui Layanan Jasa, kajian ini mengenai ketentuan hukum Islam tentang sah atau batalnya menyalurkan bagian tertentu dari harta kekayaan yang diwajibakan Allah SWT (zakat harta) dengan cara member pelayanan berupa manfaat kepada mustahiq
. Selanjutnya kajian tentang dana zakat yang bergulir menurut hukum islam: Studi Kasus di Badan Amal Zakat (BAZ) Propinsi Sumatera Barat yang di kaji oleh Minarti tahun 2006 membahas tentang hukum dana Zakat yang dikelola oleh suatu badan atau lembaga amil zakat dengan jalan meminjamkan dana kepada mustahiq untuk dijadikan modal usaha
.

Dari berbagai literatur yang penulis temukan, belum ada yang menjelaskan tentang bagaiamana Pengelolaan Zakat Profesi menurut Good Corporate Governance  Oleh karena itu, penelitian ini layak dan penting untuk dilakukan.
F. Metode Penelitian.

1.  Jenis Penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Penelitian yang penulis lakukan ini tergolong penelitian kualitatif dengan bantuan data .kuantitatif , menggunakan analisis data kualitatif dengan bentuk penalaran induksi analitik yang dipakai pada teori lapangan (grounded theory). Teori ini merupakan posisi sentral dalam paragdima kualitatif
.

2.  Jenis dan Sumber Data.

Jenis data yang digunakan adalah data Primer dan data Skunder :

a) Data Primer.

Adapun yang menjadi data primer adalah data yang berasal dari hasil wawancara penulis  dengan pengurus BAZNAS Kota Padangpanjang yang belum dipublikasikan berupa bentuk penyaluran zakat kepada para mustahiq    menyangkut jumlah dan pembagian zakat untuk masing-masing mustahiq serta data yang berasal dari kuisioner yang diedarkan dan telah dijawab oleh para muzaki
b) Data Sekunder.

 Data skunder adalah data yang sudah dipublikasikan baik yang berasal dari BAZNAS Kota Padangpanjang seperti laporan keuangan,  atau  yang berasal  dari dokumen, artikel, penelitian terdahulu dan data lain yang yang bertujuan untuk menyempurnakan data primer.

3. Populasi dan sample
Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh muzaki (pembayar zakat) yang bertugas di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Padangpanjang sebanyak 2.743 orang dan dikategorikan para muzaki yang memperoleh penghasilan dari profesi yang dimiliki. Sedangkan untuk sample digunakan teknik sampling menggunakan Two Stage Cluster Sampling dengan sampel fraction sebesar 8 % dimana jumlah sampel 219 orang.
4. Teknik Pengumpulan Data.

   Untuk mendapatkan dan menghimpun data di lapangan, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut :
a) Wawancara.

 Wawancara dapat dipandang sebagai teknik pengumpulan data dengan cara Tanya jawab yang dilakukan dengan sistematik dan berlandaskan pada tujuan penelitian
. Adapun pihak-pihak yang menjadi fokus kegiatan wawancara meliputi Pengurus dari BAZNAS Kota Padangpanjang.
b)  Dokumentasi.

     Yaitu mengadakan penelitian atau pengumpulan data yang bersumber pada tulisan
 berupa dokumen-dokumen yang mendukung terhadap data penelitian dan berupa kuesioner.
c) Penelusuran Literatur.

   Penelusuran literature merupakan cara pengumpulan data  dengan menggunakan sebahagian atau keseluruhan data yang telah ada atau laporan data dari peneliti sebelumnya
G. Teknik Analisis Data.

Setelah mengumpulkan data secara lengkap baik data dari hasil pengamatan dan wawancara kemudian di analisis secara kualitatif dengan menggunakan tahapan sebagai berikut :

1. Mereduksi data dilakukan melalui proses menyeleksi, menfokuskan, menyederhanakan dan memindahkan data mentah yang diperoleh dari penelitian  pengamatan lapangan.
2. Mendisplay data adalah menampilkan informasi yang diperoleh dari proses reduksi. Kemudian informasi di himpun dan diorganisasikan berdasarkan fokus permasalahan yang diteliti, sehingga menjasi satu permasalahan yang bermakna.
3. Menarik kesimpulan dan verifikasi data.

Kegiatan ini dilakukan berbarengan dengan kegiatan pengumpulan data dan mereduksi data. Setiap data dan informasi yang diperoleh secara verifikasi serta membandingkan dengan informasi lain sehingga ditemukan satu kesapahaman tentang suatu objek pengamatan.
Perhitungan data menggunakan rumus Dean J. Champion yaitu dengan menjumlahkan jumlah jawaban “Tahu” kemudian perhitungan dengan cara sbb :

Keterrangan :

∑ “Tahu “           : Seluruh penjumlahan jawaban “Tahu” yang  dijawab  oleh responden dalam kuesioner

∑ Jumlah Kuesoner       : Seluruh penjumlahan kuesioner yang beredar       yang wajib diisi oleh para responden berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya

Jumlah Pertanyaan  : Pertanyaan yang ada dalam kuesioner berdasarkan klasifikasinya masing-masing
Hasil perhitungan kuesioner yang berkaitan dengan “Perwujudan Good Corporate Governance” dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

	Persentase
	Kriteria

	0 % - 25 %
	Good Corporate Governance Tidak Terwujud

	>25 % - 50 %
	Good Corporate Governance Kurang Terwujud

	>50 % - 75 %
	Good Corporate Governance Cukup Terwujud

	>75 % - 100 %
	Good Corporate Governance  Terwujud


Dan hasil perhitungan kuesioner yang berkaitan dengan “Peran pengelola dalam meningkatkan Good Corporate Governance” dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

	Persentase
	Kriteria

	0 % - 25 %
	Pengelola Tidak Berperan dalam meningkatkan  Good Corporate Governance

	>25 % - 50 %
	Pengelola Kurang Berperan dalam meningkatkan  Good Corporate Governance

	>50 % - 75 %
	Pengelola Cukup Berperan dalam meningkatkan  Good Corporate Governance

	>75 % - 100 %
	Pengelola Sangat Berperan dalam meningkatkan  Good Corporate Governance


H. Tempat dan Waktu Penelitian.

Tempat penelitian penulis lakukan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangpanjang dan waktu penelitian akan dilaksanakan pada bulan Nopember 2012 s.d Januari 2013.
Persentase	= 		∑ Jawaban “Tahu”                   X 100 %


		    ∑ Jumlah Kuesioner X Jumlah Pertanyaan
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